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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

. NOMOR : 2 TAMUN 2000
1 TENTANG
* PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAN (BAPPEDA)
KABUPATEN LANGEAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Esa
' BUPATI LANGKAT

Menimbuang : a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 22 tahun
1999 tentang  Pemerintahan Naziah, dan  untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Kepala Daeralr di bidang perencanaan. Maka
perfu membentuk  Radan  Percnvinaan Pembangunan  Duersh
Kabupaten Langkat,

b. bahwa untuk membentuk organisusi dan Tata Kerja Bappeda
o tersebut perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah,

IMengingat 1. Undang-Undang Momor 7 dari Tal.on 1965 tentang Pembentukan
~ Daerah Otonomi Kabuputen-Kabepaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara.
2. Undang -lindang Nomor * 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999,
3. Undeng-undang Nomor * 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan
Daerah.

~ 4. Undang-undang Nomor : 25 Talun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan untara Pusat dan Daerah
n 5. Peraturan Pemerintah Nomor ; 5 Tubun 1982 tentang perpindahan
o Ibukota Kabupaten Lanpkat dari Rinjui ke Stabat,
- 6. Peraturan Pemerintah Nemeor : 10 Tahun 1986 tentang Pembahasan

Bates Wilayah Ketamadya Daeruh Tingkat 11 Binjai, Kabupaten
Dacrah Tingkat 11 Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat (I Deti
. Serdang .
7. Peraturan Pemerintah I Nomor : 25 fahun 2000 tentang
- kewenangan Pemerintah dan Kewenungan Propinsi sebagai Daerah
Otenom.
8. Peraturan Pemerintah R Nomor © £4 tahun 2000 tentanyg Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Otonami.
9. Kepres No. 44 Tahun 1999 tentany Teknik Penyusunan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan
_ Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden,
g4 10. Kep, Mendagri No. 98 Tahun 1999 icntang Organisasi dan
: Tatakerja Depdagri.
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Dengan Perseiujuzn
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAFRAI KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAST DAN TATAKERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LANGKAT,

BAB 1
KETENTUAN UMt

Passal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dastah beserts Persngkat Dacrah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekuiif Dserah,

Kepala Daerah adalah Bupati Langkar.

Dewan Porwakilan Rakyat Ducrsh yang selanjuinya disebut DPRID adalah Dewar
Pearwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Langkat sebagai Badan [egislatit Dacral,

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrali Kabupaten Langkat yang merupakan :

unsur Staf Pemerintah Daerah,

Sckretaris Daerah dalah Sekretaris Dacrah Kabupatzn Langkat.

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah adalali Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Langkat.

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerali adulah Kepala Badan Perepcanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

Sekretaris dan Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah adalah
Sckretaris dan Kepala Bidang Badan Perencanain Pembangunan Daerah Kabupaten
Langkat, :

Kelompok Jabatan Fungsional adalsh Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
keahliannya dalam rangks menunjang tuges  pokok Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

Renstra adalah Rencana Strategis Badan Perencanuaun Daerah Kabupatsn Langkat.
LAKIP adalah Laporan Akuutabilitas Kineria Instansi Pemerintah Bappeda
Kabupaten Langkat.

BABII
PEMBENTUKAIN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah i dibentuk Badan Peroncanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Langkat,
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BAB I
KEDUDUKAN, TUCAS POKOK DAN FUNGST

. Fasal §
(1) Badan Percncanaan Pembanguuan Dacrah adaizh unsur penurjang Pemerintah
Daerah di bidang perencanaan dan pengendziziau pembangunan,
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang berada
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris Dagrah,

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah mempueyal jugas pokok menvelenggarakan
urusan Rumash Tangga Daeral dalam merentulian kebijaksanaan i bidang perencanaan
dan pengendalian Pembangunan di Daerah serfa penitaian atay pelaksanaannya dan
melaksanakan 'tugas pembantuan yarg diberikan oleh Pemerintah serta tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepals Dagiah,

v Posul §

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mans dimaksud dalam pasal 4, Badan
Perencanaan Pembangunan Dazraly mempunyai futigsi

a. Penyusunanp Program-program Fembangunan Daciady (Propeda);
Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Dacrah (Rapetada);
¢. Penyusunan Program-program dan rencana taliunan yang dibiayai oleh daerah

sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propingi untuk dimasukkan .

kedalam program Propinsi  atan yang diusuliean kepada Pemerinah Pusst untuk
dimasukkan kedalam Program Tahinan Nasiona!,

d.  Mengkoordinasikan diantara Jinae-dinas, instansi-instansi, kecamalan-kecamatan
dan badan-badan lain yang berada dalam Kabupien;

¢. Penyusunan Rencana Anggaran Pendupautan e Belanja Dasrah bersama-sama
Bagian Keuangan Daerah dengan Koordinasi Selirvtaris Daerah;

1. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelakisanaan rencana pembangunan di
dacrah untuk penyempumaan perencanaan lebili lanjut;

g. Monitoring dan pengendalian pembangunan dasrah:

h.  Melakukan evaluast dan pelaperan; :

i.  Mengkoordinasikan dan atav  mengadakan  penclitian  untek  Kepentingan
perencanaan pembangunan di dacrah;

BAB1Y
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanann Perubangunan Dacrah teridiri daii ;
a. Kepala;
b. Wakil Kepala;

¢. Sckretariat;
d. Bidang Fisik dan Prasarana;

wl
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¢. Bidang Ekonomi dan Penanamian Modal;
f. Bidang Sasial Budaya;

¢ Bidang Pengendalian dan Program:

h. Bidang Penelitian;

i. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bidang ebapaimana dimaksud dalam ayat {1) hun# ¢ de,! dan g pasal ini masing-
masing dipimpin olch seorang Kepala Didang;

(3) Bagan Organisasi Badun Perencanaan Pembangunin Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini tercantum daiam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Baglan Pertama
Kepain Bappeds

Pasal 7

.

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dastah mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan kvgintan dalam melaksanakan
sebagian tugas Pemerintih Kabupaten Langkat i bidang perencanaan serta mgas-
fugas lain yang ditetapkan oleh Fepals Dacrah.

(2) Untuk melaksanakan rugas Pokok sebagaimana dinaksud dalam ayat (1), Kepala
Bappeda Kabupaten Langkat mempunyal furgsi ;

a. Merumuskan dan merencanakan serta menpendalikan pembangunan dagrah;

b. Mengembangkan kebijaksanaan sistem pereticanasn pombangunan dacrah:

¢, Mengadakan kebijuksanaan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan
perencanaan dan penilatan atas pelakssnaannya;

d.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikon Kepala Daerah;

¢. Menyiapkan Renstra dan Lakip Badan Perencamsan Pembangunan Daerah
Kabupaten Langkat:

f. Memyusun sorta menyiapkan Renstra dan Lakip Badan  Perencanasn
Pembangunan Daerah Kabupaicu Langkat. '

Bagiun Kedua
Walil Kepala

Pasal 8

(1) Wakil Kepala mempunyai wgas pekok membaniu Kepala, mengkoordinasi dan
mengendalikan scbagian kegiatan Sckrefariar, Bidang dan Sub Bidang yang
ditetapkan oleh Kepala serta dalam pelakeanaan tugas bertangpung jawab kepada
Kepala,

(2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimans dimaksud dalam ayat (1) Wakil
Kepala mempunyai fungsi :

4. Membantu Kepala dalam melaksanakan kewsjibannya dalam penyelenggaraan
urusan rumah tangga dacrah di bidanmg perencanaan dan pembangunan
dagrah;
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b.  Melaksanakan tugas dan wewenang apabiis Kepala berhalangan:

¢.  Melaksanzkan tugns-tugas yang diberikan Kepala

d.  Membantu menyusun sorta menyiapkan Renstra  dan Lakip Badan
Ferencanaan dan Pembanaunan Dasrah Eobupaten Langkat,

Bagian Ketigu
Seiiretariat

Pusal 9

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Pinpinan di bilang pembinaan aclm_inistrﬁlij’ dan
pelayanan teknis..

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang, Sekretaria yang dalam meryalankan mgasﬁya
berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Fepala.

v Pasal 10

Untuk menyclenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat
mempunyai fungsi ;

Melakukan wrusan umum,;

Melakukan urusan ketatalakeanaan;

Mslaksanakan tugas lain yang diberikan Kopala Bappeda;
Menyusun serta menyiapkan Rensira dan Lahip Selaglariat,:.

o o

(1) Sekretariat terdiri dari

a. Sub Bagian Umum;
. b, Sub Bagian Tuta Laksana.

(7) Setiap Sub, Bagian dipimpin oleh searang Kepala Sub, Bagian vang dalam men-
jalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sckrelaris,

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugzs pokok melakukan umisan sural menyurat,
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perjajanan dinas,

(2) Sub Bagian Tata Laksana mempunyai fugas pokok mempersiapkan penyusunan
rencana kegiatan tahunan dan merumuskan kebijaksanaan ketatalaksanaan |

Paszal {3

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok svbagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1),
Sub Bagian Umum mempunya) fungsi:
a. Penyiapan bahan dan petunjuk  teluis  pengelalaan ketatausahaan,
kepegawaian, keangan dan perfengkapan:
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b. Pelaksanaan kegiatan surat-menyurat, pengadaan keat sipan, kKerumahtangpaan

dan admtinistras: perjalanan dinas;

¢. Tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris deinm bideng ugasnva;
d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bagian Umum

(2) Lnfuk melakeanakan tugas pokok sebagaimana Jimaksud dalam pasal 12 ayai (2),

Sub Bagian Tata Laksana mempunryai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegizian iahunan;

b. Perumusan kebijaksanaan perensanaan pembanigunan;

¢. Tugas-tugas lain vang diberikan Sekretaris dalam bidang tugastiya;

d. Menyusun gerta menviapkan Rensira dan Lukip Sub Bagian Tata {aksana.

Bagian Kecmpat
Bidang Fisik dan Prasurana

Pasal 14

.
bidang Fisik dan Prasarana mempuayai tugas polok mengkoordinasikan kegiatan

perencanaan pembangunan prkerjzan umum, perhubmnga

tanah ,serta sumber alam dan lingkunean hicup.

Pasul 15

- Untuk melaksanakan tugas Pokok scbagziman dimaksud dal

dan Prasarana mempunyai funggsi ;

d.

b.

1

an dam pariwisata, tata guaa

am pasal 14 bidang Fisik

Meclakukan kegiatan psrencanaan pembangunan Pekeriaan Umum, perhubungan dan
Parivvisata, tata mang dan tata gunz tanah serta sumber alam dan lingkungan hidup;
Mengkoordinasikan dan memadukan rencans pembangunan  pekerjaan  umum,
perhubungan dan pariwisata tata guna tanah daa tats ruang, sumber alam dan
lingkungan hidup yang disusun oleh Dinas-dinas, saman organisasi lain dalam
linglungan Pemerintah Daurah, Kecamatan-lecamatan badan-badan lain yang

berada dalam lingkungan Dasrah;

Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana  serta

merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan peniccahan,

Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan
prasarana ayng meliputi pekerjaan umum, perbubungan dan pariwisata, tatarvang
dan tata guna tanah, serta sumber-sumber alam dun lingkungan hidup dalam rangka

pelakeanaan  program Dacrsh  ataw  proyeh-pioyek

yang diusulkan  kepads

Pemerintah Propinsi unituk dimasukkan kedalam  program Propinsi dan atau
divsulkan kepada pemertniah pusai unmk dimasukkan kedalam program tahunan

Nasional;

Menyusun dan menyiapkan Renstra dan Lakip bidang fisik dan prasarana,

Puxal 16

Bidang Fisik dan Prasarana terdici dari

4. Sub Bidang Pekerjaan Uum;

b. 8Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisatu;

¢, Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah:

N
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d. Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan I lidup,

(2) Sctiap Sub Bidang dipimpin cleh reorang Kepala Sud Bidang vang dalam
menjalankan mgasnya berada di bawzh dan bLertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum anvmpunyai tuges pokok mempersiapkan bahan
penyusunan  rencana dan program pembangunan Pekerjaan Umum;

() Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan pemyusunan rencona  dan  program  pembangunan prasarana  jalan,
perhubungan darat, laut, sungai, udara, pos, telekonunikasi serta pariwisata;

(3) Sub Bidang Taw Ruang dan Tata Gung fonsh mempunyai mgas pokok
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengatur ruang dan tata
guna tanah; .

(4) Sub Bidang Sumber Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

qwmpcrsiapkan penyusunan rencana Jan program pemantaatan sumber alam dan
lingkungan hidup vang scrasi.

Fagal 14

(1) Untuk melaksanakan tugps pokok scbagaimana dinaksud dalam pasal 17 ayat (1),°
Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai funps) : :

a. Mengumpulkan bahan dan dats program pekerjean unum;

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan pekerjaan umum;
¢. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;

d. Menyusun scria menyiapkan Rensira dan Lakip sub Bidang Pekerjaan Umumn,

(2) Unmk melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2),

Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisstn mempouyai fungsi ;

4, Mengumpulkan bahan dan data programn perlubungan dan pariwisata:

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan perhubungan dan
pariwisata;

¢. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;

d. Menyusu serta menyiapkan Renstra dan Iakin Snb Bidang Perhubungan dan
Pariwizgata,

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diraksud dalam pasal 17 ayat (3),

Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guuw Tanah mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan bahan dan data program tata ruang dan tata guna tanah;

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan tata ruang dan
tata guna tanah,

¢. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang dalam bidang tugasnya; :

d. Menyusun dan menyiapkan Renatra dan Lakip Sub Bidang Tata Ruang dan Tata
Guna Tanah.
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(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakeud dalam pasal 17 ayat (4),

Sub bidang sumber alam dan lingkuagan hidup mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan bahan dan data program sumber alam dan lingkungan hidup;

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan sumber alam dan
lingkungan hidup;

c. Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Ridang islam bidang tugasnya;

d. Menyusun scria menyiapkin senswa dan lzkip sub bidang sumber alam dan
lingkungan hidup.

Bagtan Kelimn
Bidang Kkonomi dun Penanamen Modal

Puyal 19

Bidang ekonomi dan Penanaman Modal mempuuysi tugay pokok melakukan dan
mengkoordinasikan kegiatan pereacanaan pembanguisn pedanian dan cksplorasi laut,
perindustrian  dan. perdagangan, perturabangan dan cnorgi, Koperasi, serta kegiatan
penanaman modal,

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok fersshur pade pasal 19 bidang skonomi dan
Penanaman modal mempunyai fungsi :

a.

b.

Melakukan kegiatan perencanaan pembangunza pertanian dan cksplorasi laut,
industri dan perdagangan dan energi serta kegiztan penanaman modal: )
Mengkoordinasikan  dan memadukan  rencana pembangunan pertanian  dan
cksplorasi laut indusiri dan perdagangan, pertambangan dan energi, Koperasi serta
penanaman modal; : '

Mengkoordinasikan dan  memaduban rencana  pembangunan perianian  dan
eksplorast laut,indusiri dan perdagangun, pertambangan dan energi, knperasi serta
penanaman modal yang disusun oleh Dinag-dinas, satwan organisasi lain dalam
lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamnatan-kecamatan dan badap lain yang berada
di dacrah; _

Melakukan inventarisasi permasalahan dibidane ckonomi seita merumuskan
langkah-langkah kebijaksanaan dan pemecahan;

Melakukan atay mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang
ekonomi yang meliputi pertanian dan  ckeplorasi lawt, perindustrian  dan
perdagangan, pertambangan dan cnergi, koperasi serta penanaman modal dalam
rangka melaksanakan program daersh atan proyzi-provek yang dinsulkan kepada
pomerintah Propins! Sumartara Utarz unmik dimasukkan kedalam program dacrah
Propinsi Sumatera Utara dan atau yang diusulhoy kepada Pemerintah pusat untuk
dimasukkan kedalam progran tulnnaa Nasiona);

Mevusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip bidang Ekonomi dan Penanaman
Modal.

Pasa) 21

(1) Bidang ekonomi ferdiri dari

a. Sub Bidang FPertanian dan Eksplorasi laut;
b. Sub Bidang Industri dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi.
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(2) Setiap Sub bidang dipimpin oleh scorang Kcepala Sub Bidang yang dalam

mefjalankan Rigasnya berada i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang,

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pertanian dan Eksplorasi laur tnernpunyai fugas pokok mempersiapkan
bahan penyusunan rencana den program pembanygunan pertanian tavaman pangan,
pericmnakan, perikanat, perkebunan dan kehutasan seria eksplorasi laut;

(2) Sub Bidang Industri dan Perdagangan, KoperasiPertambangan  dan energi
mentpunyai tugas pokok mempersiapkan hahan penyusunan rencana dan program
pembangunan industri dan perdagangan, koperavi, pertambangan dan encrgi seria
penanaman modal;

Pasal 23

(1) Untuk melaksanakan mgag pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1),
Sub bidang Pertanian dan LEksplorasi Laut mempuyai fungsi

a. Mengumpulkan bakan dan data Program Pertanian daa Kkplorasi Laut:

b, Mclaksanakan PeRyusunan sepcana dan programn pembangunan Pertanian dan
Eksplorasi Laut;

€. Tugas —tugas lain yang diberikan Kepala Dittang dajam bidang migasnya;

d. Menyusun scrta menyispkin Renstra dan Lokip sub bidang Pertanian dan
Eksplorasi Laut,

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Yang dimaksod dalam pasal 22 ayul

(2), sub bidang Indusiri dan Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi
mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan bahan dan data pragram findostri dan Perdagangan, Koperasi,
Pertambangan dan Encrgi;

b Melaksanskan Penyusunan rencana  dan [rogram Pembangunan  Industii
Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Encrgy;

Tugas - tigas lain yang diberikan Kepalu Birung dalam bidang tugasnya;

Menyuweun sorta menylaphan Renstra dan Lakip sub bidang Industri dan

Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Linergi,

o

Bugian Jeenam
Bidang Sosial Buday

Pasat 24

kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, gencrasi muda, olah raga,

mental spritual, pemerintahan, kesejohicraan rakyat, informasi dan komunikasi serta
kependudukan.

Bidang Sosial Budaya mempunyai tigae pokok melakukan dan mengkoordinasikan
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Pasal 258

Untuk menyelenggarakan tigas Pokok sebagaimana dimakeud dalam pasal 24 bidang
sosial budaya mempunyai fungsi :

a.  Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangimnan pendidikan, genarasi muda, oloh
raga, mental spritual, pemerintahan, kesejahtersan rakyat, kependudukan, informasi
~dan komunikasi serta aparatur dan ketenaga kerjunn;

b, Mengkoordinasikan dan memadukan pembanyuian dibidang pendidikan mental
spritval, pemerintahan kesejalitersan rakyat dan kependudukan, informasi dan
komunikasi serta aparatur dan kstenaga kerjoan yang disusun oleh Dinas-dinas
satuan. organisasi lain dalam lingkungan Pemda, Kecamatan dan Badan-badan lain
yang berada dalam Daerah;

¢.  Melakukan Inventarisasi permasalahian dibidang sosial budaya serta merumugkan
langkah-langkah kebijaksanaan pereczhannya:

d. Melakukan atan mengkoordinasikan peayusunan program dibidang Sosial Budaya
yang meliputi Pendidikan, mental spiritual, pemcrintahan, kesejahteraan rakyat dan
kependudukan, informasi dan komunikasi sen aparatur dan ketenaga kerjaan
dalam rangka pelaksanaan program dasral atm: proyek-proyek vang divsulkan
kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan bedulam program Propinsi dan atau
yang diusulkan kepada Pomcrintah Pusat untk dimasukkan kedalam tahunan
Nasicnal;

¢.  Menyusun serla menyiapian Renstra dan Lakip bidang Sosial Buda ya,

Pasul 2¢
(1) Bidang Sosial Budaya terdies dari
Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pomerintahan:

Sub Bidang Kescjulueraan Rakyat dan Kependudukan,
Sub Bidang Inforrnasi dan Komunikasi;

Sub Bidang Aparatur dan Ketenaga Keriaan.

Lo L~ B

(2) Setiap sub bidang dipimpin olch Scorung Kepala Sub bidang yang dalam
menjalankan tugasnya berada dibawah dan Lertanggung jawab kepada kepala
bidang.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan mempunyai fugas pokok
mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan <¢aa pendidikan
generasi muda dan olah rapa, kebudavaan, agawi, liukum dan pemerintahan;

(2) Sub Bidang Kesejahtcraan rakyat dan Kependtusiukan mempunyai tugas pokok
mempersiapkan  bahan  peryusunan  rencana  dan program  pembangunan
kegejahteraan sosial, perumahan rakyat, peranan wanita, kependudukin dan keluarga
berencana dan transmigrasi;
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(3) Sub Bidang Informasi dan Komumikasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bahan penyusunan rencana dan program Pembasginan Informasi dan Komunikasi
serta Kehumagan,

(4} 3ub DBidang Aparatur dan Kstonaga Kerfaun mempunvai  tugas  pokok
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program Pembangunan Aparatur dan
Pembmaan Ketenaga Kerjaan. S

Pusaj 28

(1) Unruk metaksanakan tugas pokok sebagaimana dunaksud dalam pasal 27 ayat (1),
sub Bidang Pendidikan Mental Spritual dan Pemerintahan mempunyai fingsi :
a. Mengumpuikan bahan dan daia Program Fendidikan Mental Spritual dan
Pemerintahan;
b, Melaksanakan penyusunon rencana dan pregram Pembangunan Pendidikan
Mental Spritual dan Pemerintahan:
c¢. Tugas — tugas lain yang diberikan kepala bidzny dzlam bidang tugasnya;

d. Menyusun serta menyiapkan Rensira dan Lakip sub bidang Pendidikan Mental

Spritual dan Pemerintahan.

(2) Untuk mclaksaxmkan tugas pokok sebagaimana dimuksud dalam pasal 27 avat (2},
sub bidang Kesejahteraan Rakyat dun Kependudukan mempunyai fungsi ¢

a. Mengumpulkan bahan  dan  data  program  Kesejahteraan Rakvat  dan
Kependudukan;

b. Melaksanakan penyusunan rencanz dan progiam pembangunan Kesejshteraan

Rakyat dan Kependudukan;

¢. Tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Bidung dalam bidang tugasnya;

d. Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip Sub Bidang Fesejahteraan
Rﬂkyat dan Kependudukan.

(3) Unmik melaksanakan lugas pokok sebagaimana dimaksod dalam pasal 27 ayat (3),

sub bidang Informasi dan Komunikasi metapunyai tungsi :

a. Mengumpulkan bahan dan data program [ntonmasi dan Komunikasi;

b. Melaksanakan penyusunin rencana dan program pembangunan Inﬂnmam dan
Komunikasi;

¢. Tugas —ugas lain yang diberikan Kepals Hulang dalam bidang tugosnys;

d. Menyusun serta menyiapakan Renstra dan Lakip sub bidang Informasi dan
Komunikasi.

(4) Unnik melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4),

sub bidang Aparatur dan Ketenaga Kerjaan snempunyal fungsi ;

a. Mengumpulkan bahan dan data progratn Aporutar dan Ketonaga Kerjaan;

b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunon Apatur dan
Keotenaga Kerjaan;

¢. Tugas-tugas lain yang diberikun Kepala Bidang dalam bidang tugasnya,

d. Menyusun serta meyiapkan Rematra dun Lakip sub bidang Aparatur dan
Kectenaga Kerjaan.

Il
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Baglan Ketufuk
Bidang Pengendalian dan Program

Pesal 29

Bidang Pengendalian dan  Program mempimyn {ugas pokok melsksanakan dan
mengkoordinasikan  penyucunan pedoman dan pelunjuk  (eknis  pembinaan  serta
pengendalian administrasi pembanguna.

Pgeal 30

Untuk menyslenggarakan tugas pokek sebagaiman dimaksud dalam pasal 29 bidang
pengendalian dan program mempunyai fingsi :

&  Mengumpuikap bahan Koordinasi, penyusunan program tahunan pembangunan
daerah;

b. Melakukan pengendalian adminisicasi pembangunan yang dibiayvai APBD, bantwan
pembangunan dan dana pembangunan lainnya:

¢.  Mengumpulkan bahap dan mengadminisirasikan program banmuap pembhangunan
dari Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pugat, dan bantuan pihak ketiga;

d.  Melakukan analisa dan cvaluasi peiaksanaan pembangunan.

¢ Memywsun serta menyiapkan Renstra dan Lakip bidang Pengendalian dan Program,

Pasal 31

(1) Bidang Pengendalian dan Program terdiri durd -
a. Sub Bidang Pengendatian;
b. Sub Bidang Program izrja;
¢. Sub Pidang Evaluasi dan Pelaporan.

(2} Sctiap Sub Bidang dipimipine oleh Seorang Fepala sub bidang vang dalam
menjalankan tugasnys berada dibawah dan bortanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Pasal J2

(1) Sub Bidang Pengendalian Iempunyai tugas  pokok mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan Juknis pembinaan pelaksanaan Pembangunan dan P
engendalian:

(2) Sub Bidang Program kerja mempunyai fugas pokek mengumpulkan bahan dan
mengkoordinasikan pengumpulan program pembangunan dacrah dan melakukan
adminisrasi bantuan pembangunan dacrah;

(3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempuny i 11gas pokok mengumpulkan bahag
dan molakukan analisz dan =vatiagi pelakeanann pembangunan serta menylapkan
bahan penyusunan program.

Pasal 33

(1) Unwk melaksanakan tugas pokok sebagaimang dimaksud dalam pasal 32 ayat (1),

sub bidang pengendalian mempunyai fungsi :

12

4t L e o bbb e \ B e T A S R §



Mengumpulkan bahan dan data pembangunes uniuk pengendalian:
Melaksanakan peayusunen rencana dan propram pengendatian pembangnnan;
Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam hidang tugasnya;
Menyusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang pengendalian,

o g

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasai 32 ayat (2),
sub bidang program kerja mempuanyai fungsi '

Mengumpulkan bahan dan data program peomib.uigunan,

Melaksanakan penyusunan rencana dan preyrim kerja;

Tugae-tugas lain yany diberikan kepala bidang dalam bidang ugasnya;
Menyusun scrta menyiapkan Renstra dan Lakip sub bidang program kerja.

Lo o

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimanz dinaksud dalam pasal 32 ayat (3),
sub bidang Evaluasi dun Pelaporan wiempunyai fungsi

Mengumpulkan bahan dan dats pembangunan untuk analisa dan evaluasi;
Meclaksanakan pelaporan proprani pembanpunag;

Tugas - tugas lain yany diberikan kepata bidang dalam bidang tugasrya:
Menyusun serta menyiapkan Tenstra dan [akip sub bidang Evaluasi dan
Felaporan.

o o

Bagian Kedelapan
Bidang Penelitian
Pasal 34

Bidang Penelitian mempunyai tegas pokok melzisanakan dan mengkoordinasikan
kvgiatan penelitian dibidang figik, ekonotm, s sosial budaya dalam rangka
perencanaan dan pengendalian pembangunan dasrah.

Pusal 3%

Untik menyelenggarakan wgas pokok tersebut puda pasal 34 bidang penelitian
mernpunyai fungsi

3. Menyiapkan bahan urtiic merumnskan kebijaksuman Legiatan penslitian unruk
pembangunan daerah.

b. Melakukan dan atau mengkoordinasikan dibidang pertanian, kelautan dan sosial
serta mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya.

¢.  Menvusun serta menyiapkan Renstra dan Lakip hidang penelitian,

Pasal 36

{1) Bidang Penelitian terdiri dari
a.  Sub Bidang Penelitian Figik;
b. Sub Bidang Penelitian Ekonemi;
¢.  Sub Bidang Penelitian Sosial Budaya,

(2) Setiap Sub Bidang dipimpin olch scorang Kepala Sub Bidang yang dalam
menjalankan fugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala
Bidang.
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bagal 37

(1) Sub Bidang Penelitian Fisik mempunyai tugas pokok mempersiapkan  bahan
perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian urtuk perencanaan pembangunan di
dacrah melakukan dan atau mengkoordinasikan penclitian serta mengadakan
kerjasamas penelitian bidang Fisik dengan lembaga-lombaga lainnya;

{2) Sub Bidang Penclitian Ekonomi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan
perumusan kebijaksanaan kegiatan penelitian untuk persncanaan pembangunan
didaerah melakukan penelitian bidang Ekonomi dengan lembaga-lembaga lainnya;

(3} Sub Bidang Penclitian Sosial Budavs mempunyai tugas pokok mempersiapkan
bshan porumusan  kehijaksanaan  kepistan  peneliion  untuk - perenvanaan
pembangunan didaerah melakukan penelitian bidang Sosial RBudaya dengan
lembaga-lembaga lainnya:

Pusal 38
L]
(1) Untuk melaksanakan tugas pokek sebagaimana dimaksud dalam ‘pasal 37 ayat (1),
sub bidang Penelitian Fisik mempunyai fungsi :
3. Mengumpulkan bahan dan data penslitian bidang fisik,
b. Melaksanakan penyusunan renvana dan program serta petielitian bidang fisik.
¢ Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang fugasnya.
d. Menyusun serta menyiapkan Kenstra dan Lakip sub bidang Penelitian Fisik.

(7) Untuk mejaksanakan tugas pokok sehagaimana dinaksud dalam pasal 37 ayat (2),

sub bidarg Penelitian Ekenomi memypunyai funy i

2. Mengumpulkan bahan dan daty penelitian bidany Ekonomi,

b. Meclaksanakan penyusunan: rencans dan program  surta  ponelitian bidang
¢konomi .

¢ Tugas-tugas lain yang diberikan kepala Uidang datam bidang rugasnya,

d.  Menyusun sena menyiapkan Rensma dan Lakip sub bidang Penelitian Ekonomi.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebapaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3),
gub bidang Penelitian Sosial Dudaya mempuayai fungsi .
8.  Mengumpulkan bahan dan dats penelitian bisiang Sosial Budaya,
b. Melaksanakan penyusunan rencams dan program serta penelitian bidang Sosial
Budaya.
¢. Tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang lugasnya.
d. Menyusun serta menylapkan Roustra dan Lakip sub bidang Penelitian Sosial

Budaya,

Bagian Kesembilun
Kelompok Jebatun Fuogsional
Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dilinglunpan Badan Perencanaan Pembangunan

Dacrah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis PETenCanaan
pembangunan sesuai dengan bidang keanlian masing-masing.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) pasal ini
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selzku Ketua Kelompok yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepadz Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Langkat

(3) Jumiah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
ditentukan berdasarkan menuruf sifst, juniy Kebutuhen dan beban kerja,

(4) Jenis jabatan fungsional scbagaimana dimaksud C.alam ayat (1) pasal ini diatur sesuai
dengan peraturan perund mg-nndangan yangy berlaku.

BARY
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Posal 40

(1) Kepala dan Wakil Kepala Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan
diberhentikanwlch Kepala Daerab;

(2) Sekretaris dan Kepala Ridang di linglungan Badan Perencanaan da Pembangunan
Daerah diangkat dan diberhentikan olsh Kzpala Dacrah aias usul Kepala Badan
Perencanaan dan Pembangunan Dacraly;

(3) Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
dapai diangkat dan diberhentikan oleh Sekistaris Dacrah  alas pelimpahan
kewenangan oleh Kepala Daerah atas usal Kepala Badan Perencanaan Permbangunan
Daerah;

(4) Pengangkatan dalamn jenjang jabatan struktura) dan fungsional sert penetapan ,

eselonering mengacu kepada ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku,

BaRY
TATAKERSA
FPasal 41

Uniuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bappeda, Wakil Kepala, Sekretarls, Kepalae
kepala Bidang, Kepals-kepala dub Tiidang, dun K.epala-kepala Snb Bagian wajib
menerapkan prinsip koordinasi, intcprasi dan sinkronie i,

Pusgal 43
(1} Setiap | pimpinan sxiuan  organisasi  bertanggung  jawab memimpin - dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

(2) Setiap pomimpin satuan organisusi wzjib mematithi dan hertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaiban laporan berkala pada waktunya:

(3) Setap laporan yang diterima oleh pimpinan satusu organisasi dari sctiap tawahan,

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk-perunjuk pada bawahannya.

is
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Pusal d3

(1) Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan di Daerah Badan
Perencansan Pembangunan [acral; wajib  senantiasa  memelihara hubungan
koordinasi dengan instani-instansi di Propinsi Sumatera Utara dan Tingkat Pusat
secara hirarchis;

(2) Badan Perencanaan Pembangtnan Daerah bersama-sama dengan geluruh inetangi-
instansi di Daerah wajib memelihara dan mengetebangkan rencana pembanguaan i
Daerah sécara terpadu.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di Daerah Badan Perencanaan Pombangunan
Daerah waijib mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta
rencana Antar Daerah, '

v Pasal 45

Hubungan ketja Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Uangkat dengan
Badan Perencanaan Pombangunan Dacran Propinsi Sumatera Utara sdalah bersifat
konsultatif fungsional.

Pasal 46

(1) Dalam rangka penynsunan rencana anggaran dan pendapatan belanja Daerah®
Bappeds menynsun  dan menghoordinasikan  rencana  anggaran program
pembangunan Daerah dun Petsiapan rencang plapon masing-masing program.

(2) Penyusunan rencana angparan pendapatan dan belunja daerah tahunan yang
bersangkutan secara keselumban dikoordinasikan oloh Sekretaris Dasrah Kabupaten
Langkat,

BATI VI
KEPRCAWALAN
Pusal 47
(1) Jenjang  kepangkatan dan  susonan kepegawsian  Badan  Perencanaan  dan
Pembangunan Daerah disiur seeuai dengan ketentuan persturan dan perundang-
undangan yang berlaku,

(2) Pengalihan jenis kopegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku,

BAG VIIIL
PEMDBIAYAAM
itanal 439

Scgala Dbiaya yang diperiukan untuk pelaksanaun tugas Badan Perencanaan

Pembangunan daerah dibebankan kepads Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Langkat ,
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Baix
KETENTUAN PENUTUR

Pasul 49 _ y

(1) Peraturan Daerah ini dischut Peraturan Daerah Habupaten Langkat Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerjn Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah
(Bappeda) Kabupaten Langkat; :

(2) Dengan berfakunya Peraturan Daerah 11 maka sepula ketentuan-ketentuan yany
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan atau vang ditetapkan tertebih dahutu
dinyatakan tidak berlaku lagi;

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daciah  ini Sepanjang mengena
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Kepritusan Kepala Daeraly;

{4) Peraturan Daerah ini mulai bertaku scjak tanggal dimdangkan,

Agat setiap orang dapai mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannva dalam | embaran Duerah ICabupaten
Langkat,

iisubkan di : Stahat
pada tangeal ¢ 350 premerr JUUC

Disetujui Olek DPRD Kabupaten Langkat
Nomor @ 139.342-40/.507% 0, /2000
Tanggal : 22 L esenber

s
Lajana, o f gl

L
i 1]
ALY

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal ;o denusrio o)

~deN
P L~
ARIS DABRAW KABUPATEN

— o

v

DALAM LEMBARAN DAERALI
NOMOR Lo~ 14 -
TAHUN 120
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